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ABSTRAK

Kampung Heritage Kayutangan merupakan salah satu Kampung yang konsepnya memiliki sejarah
peninggalan colonial belanda yang tempatnya strategis di daerah jalan satu arah kayutangan. Dalam
pelaksanaan collaborative governance yang dilakukan oleh tiga stakeholders sudah memberikan banyak
dampak dengan meningkatnya UMKM dari masyarakat sekitar kampung heritage kayutangan. Peneliti
menggunakan tiga teori utama dalam penelitian ini. Collaborative Governance oleh Ansel Gash (dalam
Astuti, dkk., 2020) menjelaskan bahwa Collaborative Governance metode pengelolaan pemerintah yang
melibatkan pemangku kepentingan di luar instansi tujuan pemerintah, bermusyawarah dan kesepakatan
pengambilan keputusan dengan implementasi program dan kebijakan publik. Teori kedua oleh Wheelen
dan Hunger (Abd. Rahman dkk., 2017), yang menjelaskan proses-proses manajemen strategi, yaitu
pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Teori yang
ketiga oleh Ismayanti (2020) yang menjelaskan dampak pariwisata yaitu, dampak ekonomi, sosial
budaya, lingkungan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis
dengan gaya Miles dan Huberman. Peneliti menggunakan sembilan orang informan mulai dari
pemerintah, kelompok sadar wisata, dan masyarakat kampung heritage kayutangan. Kemudian, peneliti
melakukan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi
waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dilakukan secara berkelanjutan
berbasis masyarakat benar adanya di kampung heritage kayutangan dapat dilihat dengan terlibatnya
masyarakat lokal sebagai pelaku UMKM dilokasi wisata. Selain itu dalam collaborative governance,
pemerintah Kelurahan Kauman atau intitusi dari luar seperti Dinas Pariwisata Kota Malang,
Kementerian PUPR Kota Malang, serta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan kelompok
sadar wisata, serta pihak swasta berhasil merencanakan serta menjalankan beberapa strategi
kedepannya dalam pengelolaan kampung heritage kayutangan. Meskipun demikian, tantangan besar
menjadi faktor penghambat dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan
pelestarian lingkungan, seperti vandalisme, kerusakan infrastruktur, dan peningkatan sampah, masih
menjadi kendala yang memerlukan perhatian lebih. Faktor pendukung utama adalah partisipasi aktif
masyarakat dan kerjasama lintas sektor, namun tantangan tetap ada, terutama dari kurangnya
keterlibatan sebagian masyarakat, komunikasi yang tidak efisien, serta masalah keamanan dan
kebersihan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi collaborative governance dalam pengelolaan
pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Berkelanjutan, Berbasis Masyarakat, Kampung Heritage Kayutangan

Pendahuluan didefinisikan ~ sebagai  perjalanan  untuk
Indonesia adalah negara kepulauan dengan sementara waktu dengan tujuan di luar tempat
banyak aset alam, termasuk keragaman geologi seseorang terkadang tinggal dan bekerja. Salah
(geodiversity) dan warisan geologi satu  jenis  pariwisata  nasional  adalah
(geoheritage), yang sangat penting untuk mengunjungi daerah-daerah tertentu di
pendidikan dan wisata. Pariwisata adalah salah Indonesia.
satu potensi ekonomi yang dapat berkembang Menurut UU  No. 14 Tahun 2016,
di beberapa tempat. Dengan menjadi alat Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan,
pelestari  kebudayaan,  pariwisata  dapat pengelolaan pariwisata berkelanjutan,
membantu melestarikan dan memperkenalkan peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal,
budaya lokal. Pariwisata, menurut A.J. Burkart pelestarian  budaya bagi masyarakat dan
dan S. Medik (1981) dalam Soekadijo (2000), pengunjung, dan pelestarian lingkungan adalah
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syarat  destinasi  pariwisata  berkelanjutan.
Konflik  kepentingan, kurangnya partisipasi
masyarakat, degradasi lingkungan, dan
ketimpangan distribusi manfaat adalah beberapa
masalah tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
menyatakan ~ bahwa  kepariwisataan  harus
mendorong pemerataan, kesempatan berusaha,
dan keuntungan, serta kemampuan untuk
menghadapi tantangan perubahan kehidupan di
tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Keberlanjutan pariwisata di Kota Malang,
terutama di  Wisata Kampung  Heritage
Kayutangan, sangat bergantung pada partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan
hasil pembangunan, dan evaluasi. Pemerintah
Kota Malang mengelola Kampung Heritage.
Bermula dari seorang anggota dari Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang

mencoba mengembangkan  sebuah  gagasan
untuk  mengelola objek  wisata tersebut,
terbentuknya Kelompok Sadar Wisata
(POKDARWIS). Kampung Heritage telah
menjadi kampung wisata bersejarah karena
potensi wisatanya Yyang luar biasa, yang
menguntungkan pemerintah dan masyarakat.
Kampung Heritage berada di Kelurahan

Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan
memiliki luas RT/RW. Meskipun demikian,
kampung wisata ini hanya terdiri dari 4 RW:
RW 01, RW 02, dan RW 03.

Pariwisata berkelanjutan adalah cara untuk
mendorong  pertumbuhan  pariwisata dengan
mempertimbangkan  keberlanjutan  ekonomi,
sosial, dan lingkungan. Tujuan dari pendekatan
ini adalah untuk memastikan bahwa pariwisata
dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi
masyarakat lokal, melindungi kekayaan alam
dan budaya, dan meminimalkan dampak negatif
terhadap lingkungan. Namun, dalam
kenyataannya, pariwisata berkelanjutan
menghadapi banyak masalah yang harus diatasi
sebelum dapat dicapai.

Pemerintah kota Malang telah menetapkan
Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun
2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah
tahun 2018 untuk mengembangkan kawasan
strategis di kota Malang, salah satunya dengan
menetapkan, mempertahankan, dan
merevitalisasi ~ daerah  tempat-tempat  yang
memiliki nilai sejarah atau cagar budaya yang
kuat, sebagai bagian dari kebijakan untuk
meningkatkan  produktivitas berdaya saing,
terutama di bidang pariwisata.

Pemerintah kota Malang telah menetapkan
Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun
2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah
tahun 2018 untuk mengembangkan kawasan
strategis di kota Malang, salah satunya dengan
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menetapkan, mempertahankan, dan
merevitalisasi ~ daerah  tempat-tempat  yang
memiliki nilai sejarah atau cagar budaya yang

kuat, sebagai bagian dari kebijakan untuk
meningkatkan  produktivitas berdaya saing,
terutama di bidang pariwisata.

Kebijakan dan masalah objek wisata

adalah fokus kerja sama pemerintahan. Institusi
publik sangat fokus pada pembuatan kebijakan,
tujuan, dan proses kerja sama untuk mencapai
kesepakatan  para  pemangku  kepentingan.
Pemerintah, bisnis swasta, dan masyarakat
semuanya harus bekerja sama dan bekerja sama
untuk  mengembangkan pariwisata berbasis
masyarakat.

Prinsip pembangunan pariwisata Kampung
Heritage adalah  "dari  masyarakat, oleh
masyarakat, dan untuk masyarakat”. Konsep ini
diterapkan di setiap tahapan pembangunan
pariwisata, mulai dari perencanaan,
pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan
hingga pemantauan (monitoring) dan evaluasi.
Dalam proses ini, masyarakat dilibatkan secara
aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi
karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Dalam  pembangunan  pariwisata  berbasis
masyarakat, masyarakat berpartisipasi dalam
semua proses pembangunan, baik sebagai
perencana, investor, pelaksana, pengelola, dan
pemantau.

Keterlibatan ~ tambahan  seperti  sektor
swasta dan pemerintah sangat penting dalam
pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.
Sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga
sumber daya budaya dan alam yang dapat
menjadi daya tarik wisata. Untuk itu, sebagai
pihak yang bertanggung jawab atas
pembangunan objek wisata Kampung Heritage
Kota Malang, pemerintah harus memotivasi dan

mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi
aktif dalam proses tersebut.
Pemerintah harus mengelola Wisata

Kampung Heritage Kayutangan dengan baik
karena ada banyak orang yang bekerja di sana,
menjual  barang, dan menjaga keamanan
kampung agar wisatawan merasa aman saat
berkunjung. Selain itu, kampung harus tetap
bersih. Selain itu, pemerintah harus
mempertimbangkan dengan cermat apa yang

harus dilakukan untuk mengelola Kampung
Warisan ~ Kayutangan  untuk  meningkatkan
kinerja pemerintah.

Akibatnya, Kampung Heritage
menghadapi tantangan untuk bekerja sama.

Masyarakat kurang senang dengan pembentukan
Kampung Warisan di wilayah RW 02. Mereka
juga tidak mendukung dan bekerja sama
dengan kelurahan dalam hal pengelolaan objek
wisata di Kampung Warisan. Berdasarkan
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masalah di atas, penulis ingin menyelidiki
"Governance Kolaboratif dalam Pengelolaan
Pariwisata Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat (Studi di Kampung Peninggalan
Kayutangan)."

Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengelolaan objek wisata
berbasis Collaborative Governance ?

2. Bagaimana dampak pengelolaan  objek
wisata berbasis Collaborative Governance ?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat
pengelolaan objek wisata berbasis
Collaborative Governance ?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas,

adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian

ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan
menganalisis pemanfaatan stategi kolaborasi
di dalam pengelolaan  objek  wisata
Kampung Heritage di Kota Malang.

2. Untuk memahami, menggambarkan, dan
menganalisis pengaruh kolaborasi dalam
pengelolaan  objek  wisata =~ Kampung
Heritage di Kota Malang.

3. Untuk memahami, menggambarkan, dan
menganalisis faktor-faktor pendukung dan
penghambat dalam kolaborasi pengelolaan
objek wisata Kampung Heritage di Kota
Malang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi
bahan  evaluasi  untuk  Collaborative
Governance dalam  pengelolaan  objek
wisata Kampung Heritage di Kota Malang,
dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas
kolaborasi di masa depan. Selain itu,
penelitian  ini  juga dapat membantu
memahami teori-teori yang telah dipelajari
selama perkuliahan di Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Islam Malang.

2. Manfaat Praktis

Bagi  penulis, penelitian  ini  dapat
memberikan wawasan tentang Collaborative
Governance dalam  pengelolaan  objek
wisata.  Penelitian ini juga  dapat
menyumbangkan ide dan tindakan nyata
untuk pengembangan Wisata Kampung
Heritage Kayutangan di Kota Malang.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian Shinta Alisa Primasari
(2023) Dberjudul "Dampak Pembangunan
Wisata Kayutangan Heritage Terhadap
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Kawasan Kumuh di Daerah Kayutangan
Kota Malang (Studi Kasus Zona Il Wisata
Kayutangan  Heritage Kota  Malang),"
terdapat dukungan dari masyarakat lokal
dan pendatang, di mana masyarakat lokal
turut berperan dalam mempromosikan dan
mendukung program pengentasan wilayah
kumuh di wisata Kampung Heritage.
Namun, terdapat hambatan berupa pro dan
kontra di masyarakat, terutama terkait
kurangnya  sosialisasi  serta  minimnya
keterlibatan  ahli, vyang terlihat dari
pembangunan  trotoar yang  dibongkar
pasang beberapa Kali.

Dalam penelitian Fadlurrahman (2022) yang
berjudul "Collaborative Governance Dalam
Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
di Desa Ngargogondo Kecamatan
Borobudur,” ditemukan bahwa  struktur
jaringan para pemangku kepentingan tidak
terorganisir dengan baik (self governance)

dalam pengelolaan dan  pengembangan
pariwisata. ~ Akibatnya,  dimensi-dimensi
collaborative  governance lainnya tidak

berjalan secara optimal.

Dalam penelitian Tariza Noviranti Muhaling
(2020) yang berjudul  "Pengembangan
Objek Wisata Pantai Batu Bengkung
Kabupaten Malang Dalam  Perspektif
Collaborative  Governance,” Collaborative
Governance mencakup empat aspek: 1)
face to face, yang melibatkan komunikasi
langsung antara pihak-pihak yang terlibat
dalam pengembangan objek wisata, 2) trust

building, di mana Perum Perhutani
membangun kepercayaan dengan
menjadikan LDMH Tani Maju sebagai

mitra pengelola Pantai Batu Bengkung, dan
LDMH Tani Maju kemudian membangun
kepercayaan  dengan  masyarakat, 3)
commitment to process, di mana LDMH
Tani Maju berkomitmen bersama Perum
Perhutani  dalam  pengembangan  objek
wisata, dan 4) shared understanding, yang
diwujudkan melalui agenda rutin tahunan
untuk  memberikan pemahaman terkait
perjanjian kerjasama yang diperbarui setiap
tahun.

Dalam penelitian Kurnia Alvin Syahputra
(2018) yang  berjudul  "Collaborative
Governance dalam Pengelolaan Pariwisata
Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda  dan Olahraga
Kabupaten Blitar, Perum Perhutani
Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa
Serang Kabupaten Blitar)," terdapat empat
aspek dalam Collaborative Governance: a)
Assessment  (Penilaian), yang mencakup
potensi wisata Pantai Serang serta adanya
perselisihan antara pemerintah dan Perum
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Perhutani terkait kewenangan lahan di
lokasi wisata, b) Initiation (Inisiasi), di
mana  kolaborasi  antara ~ Pemerintah

Kabupaten Blitar, Perum Perhutani, dan
Pemerintah Desa mendapat respon positif
serta tindakan nyata dalam pengelolaan
destinasi wisata Pantai Serang, di mana
ketiga aktor telah memenuhi kebutuhan
dalam collaborative governance, c)
Deliberation (Musyawarah), di mana dalam
musyawarah  tersebut, para pemangku
kepentingan membahas dan menyepakati
aturan dasar dalam bentuk perjanjian
kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Blitar, Perum Perhutani, dan Pemerintah
Desa untuk pengelolaan destinasi wisata,
dan d) Implementation (Penerapan), di
mana ketiga aktor menunjukkan tanggung
jawab terhadap Kkolaborasi yang terjalin.
Pemerintah  Kabupaten berperan sebagai
fasilitator dan mediator, Perum Perhutani

sebagai penyedia lahan untuk memenuhi
kebutuhan fasilitas, dan Pemerintah Desa
Serang sebagai pengelola wisata yang

berkoordinasi dan mendapat dukungan dari
pokdarwis sebagai sumber daya manusia
pengelolanya.

5. Dalam penelitian I Putu Gede Richo
Tuisnayana Putra (2022) yang berjudul
"Implementasi  Collaborative  Governance
Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA)
Gunung Batur Bukit Payang Kintamani
Bangli," peran pemerintah dalam
pengelolaan wisata telah membuka peluang
bagi sektor swasta dan masyarakat. Inisiatif
swasta dalam pengelolaan wisata mencakup
menjalin  kemitraan dengan pemerintah
untuk meningkatkan daya tarik pengunjung
ke kawasan Taman Wisata. Selain itu,
terdapat  partisipasi masyarakat  dalam
pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung
Batur Bukit Payang melalui penyediaan
ruang bagi mereka untuk membentuk
kelompok yang terlibat dalam pengelolaan.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Menurut Miles, M.B., Huberman, A.M., dan
Saldana, J. (2014), penelitian kualitatif adalah
penelitian yang berdasarkan analisis data yang
diperoleh di lapangan dalam kondisi alamiah.
Moleong (2016:6) juga menyatakan bahwa
"penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami
fenomena yang dialami oleh subjek penelitian,
seperti  perilaku, persepsi, motivasi, dan
tindakan, secara holistik, dengan deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam
konteks  alamiah tertentu, menggunakan
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metode ilmiah." Oleh karena itu,
peneliti memilih pendekatan deskriptif untuk
menyelesaikan masalah-masalah aktual yang
dihadapi saat ini dan bertujuan  untuk
mengumpulkan data atau informasi yang akan
disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Dengan
demikian, peneliti dapat memahami bagaimana
kolaborasi dalam pengelolaan wisata berbasis
masyarakat, strategi pengelolaan yang
diterapkan, dampak dari wisata berbasis
masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung
dan menghambat keberlanjutan wisata berbasis
masyarakat di Kampung Heritage Kayutangan.

berbagai

Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  mencakup  rincian

pertanyaan yang merinci cakupan atau topik-
topik yang akan diungkap atau digali dalam
penelitian. Menurut Moleong (2006:7), fokus
penelitian  adalah  pusat perhatian  yang
dimaksudkan untuk membatasi permasalahan
yang diteliti agar tidak terjadi penyimpangan
dalam persepsi dan kajian masalah.

Hal ini membantu peneliti memahami
arah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.
Dengan demikian, fokus penelitian memastikan
bahwa setiap langkah penelitian dilakukan
dengan tujuan yang jelas dan terukur. Terdapat
fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis
sebagai berikut :

1) Kolaborasi pengelolaan Objek Pariwisata
Berkelanjutan  Berbasis Masyarakat  di
Kampung Heritage Kayutangan : kondisi
awal, desain kelembagaan, kepemimpinan,
proses kolaboratif (dialog tatap muka,
membangun kepercayaan, komitmen,
pemahaman bersama, hasil antara)

2) Strategi Collaborative Governance yang
akan dilakukan oleh masyarakat lokal,
kelompok sadar wisata, dan aparat

Kelurahan Kauman, pihak swasta dalam

mengelola wisata berkelanjutan berbasis
masyarakat di Kampung Heritage
Kayutangan pemindaian  lingkungan,

perumusan strategi,
evaluasi dan kontrol.

3) Dampak yang dihasilkan dari Collaborative
Governance yang dilakukan oleh
masyarakat lokal, kelompok sadar wisata,
dan aparat Kelurahan Kauman, pihak
swasta dalam mengelola wisata
berkelanjutan  berbasis  masyarakat  di
Kampung Heritage Kayutangan : dampak
ekonomi, dampak sosial budaya, dan
dampak lingkungan berkelanjutan.

4) Faktor pendukung dan penghambat
Collaborative Governance dalam
pengelolaan objek wisata berkelanjutan
berbasis masyarakat di Kampung Heritage
Kayutangan.

implementasi strategi,
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Situs dan Latar Penelitian

Peneliti memilih dua lokasi untuk penelitian ini.
Lokasi pertama adalah objek wisata Kampung
Heritage Kayutangan, yang terletak di Jalan
Jendral Basuki Rahmat, Kelurahan Kauman,
Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi kedua
adalah Kantor Kelurahan Kauman, yang
digunakan untuk mengumpulkan data dan
informasi terkait pengelolaan Kampung Wisata
Heritage Kayutangan, beralamat di Jalan KH.
Ashari No. 21 A, Kota Malang. Pemilihan
lokasi ini  didasarkan pada  keterlibatan
Pemerintah Kelurahan Kauman dalam
manajemen objek wisata untuk pertama kalinya,
yang memberikan kesempatan unik  bagi
peneliti untuk mengamati dan menganalisis cara
mereka mengelola dan mengeksplorasi peluang
dalam industri pariwisata, serta bagaimana
mereka  menerapkan  strategi  pengelolaan.
Kampung Heritage menjadi fokus utama dalam
pengembangan objek wisata di Kayutangan
karena keunikan yang dimilikinya dibandingkan
kampung wisata lainnya, serta potensi wisata
dari bangunan bersejarah yang menjadi peluang
besar bagi kawasan tersebut. Oleh karena itu,
peneliti tertarik untuk memilih lokasi ini guna

mendalami  peran  Collaborative Governance
dalam pengelolaan objek wisata, mengingat
keterlibatan  aktor  pemerintah  dan  non-

pemerintah, sehingga pemilihan lokasi mencakup
instansi  pemerintah dan non-pemerintah  di
Kampung Heritage Kayutangan.

Sumber Data
Sumber data yang dimaksud adalah

ringkasan  dari  berbagai informasi  yang

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi

dua jenis, yaitu:

a) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh
secara langsung tanpa melalui perantara.
Data ini akan dikumpulkan oleh peneliti
dengan berbagai metode yang akurat terkait
dengan collaborative governance dalam
pengelolaan pariwisata berkelanjutan
berbasis masyarakat di Kampung Heritage
Kayutangan. Dalam penelitian ini, terdapat
dua sumber informasi, yaitu informan dan
key informan. Informan adalah individu
yang memberikan data dalam penelitian,
sementara key informan adalah individu
yang dianggap peneliti dapat memberikan
informasi  paling relevan sesuai dengan
masalah pokok penelitian. Key informan
dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris
Kelurahan Kauman, Ketua RW 01, Ketua
RW 02, Ketua RW 09, Ketua RW 10, dan
Ketua POKDARWIS. Sedangkan informan
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lainnya mencakup pihak swasta dari PT.
Dulux, anggota POKDARWIS yang terlibat
dalam Sie Pengembangan UMKM dan
Ekonomi Kreatif, serta masyarakat lokal.
b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh
secara tidak langsung dan berfungsi sebagai
pelengkap untuk mendukung penelitian.
Dengan kata lain, peneliti memperoleh data
sekunder ini dari berbagai sumber yang
tersedia untuk membantu menyelesaikan
penelitiannya. Dalam penelitian ini, data
sekunder yang digunakan meliputi buku-

buku, jurnal, website tentang Kampung
Heritage Kayutangan, serta  softfile
mengenai Kelurahan Kauman dan

kelompok sadar wisata Kampung Heritage
Kayutangan yang berhasil diperoleh oleh
peneliti.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara
Wawancara merupakan
langsung antara peneliti dan narasumber
yang dipilih  sebagai responden atau
informan  dalam  penelitian, di  mana
pertanyaan diajukan dan jawaban diperoleh
secara langsung. Metode ini digunakan
untuk menggali data secara mendalam
terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam
fokus penelitian. Dalam penelitian ini,
peneliti  melakukan ~wawancara dengan
informan-informan terpilih, dan wawancara

proses interaksi

dilakukan  di  lokasi penelitian, yaitu
Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen,
Kota Malang.

b. Observasi
Observasi  adalah  kegiatan  pengamatan

langsung. Melalui observasi, peneliti dapat
secara langsung mengamati fenomena atau

permasalahan yang terjadi di lokasi
penelitian. Selain mengamati fakta yang
diperoleh dari informan, observasi ini

dilakukan peneliti untuk secara langsung
melihat kondisi dan situasi di Kampung
Heritage Kayutangan. Dalam pelaksanaan
observasi, peneliti mencatat berbagai data
secara sistematis. Pada penelitian ini,
observasi  dilakukan  berdasarkan  hasil
wawancara yang sudah diperoleh. Peneliti
mengamati beberapa aspek di Kampung
Heritage  Kayutangan, seperti  kondisi
lingkungan masyarakat, area penambahan
lukisan atau spot kuno, serta program
kolaborasi yang berlangsung.

c. Dokumentasi
Dokumentasi
data dengan

adalah teknik pengumpulan
mengambil gambar selama
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peneliti  melakukan penelitian.  Peneliti
mendokumentasikan setiap kegiatan yang
dilakukan, mulai dari wawancara hingga
observasi di lokasi penelitian. Dokumentasi
berfungsi untuk memberikan bukti nyata
dan autentik kepada pembaca mengenai

penelitian, sehingga meningkatkan
kepercayaan  terhadap  penulisan  yang
dilakukan di objek wisata Kampung

Heritage Kayutangan. Dalam praktiknya,
dokumentasi hanya menggunakan teknologi,
menjadikannya teknik pengumpulan data
yang praktis bagi peneliti. Dalam penelitian
ini, dokumentasi meliputi: dokumentasi
dengan informan, dokumentasi tempat yang
disebutkan oleh informan, serta
dokumentasi kondisi lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan
ketika data empiris yang diperoleh berupa
kumpulan kata-kata, bukan angka. Data ini bisa
dikumpulkan melalui berbagai metode seperti
observasi, wawancara, ringkasan, dokumen, atau
rekaman. Data tersebut biasanya diproses
terlebih dahulu (melalui pencatatan, pengetikan,
penyuntingan, atau penulisan) sebelum dapat
digunakan. Namun, analisis kualitatif tetap
menggunakan kata-kata yang diorganisir dalam

bentuk  teks yang lebih  rinci, tanpa
memanfaatkan  perhitungan  matematis  atau
statistik sebagai alat bantu analisis. Seperti

yang dijelaskan oleh Miles, M.B., Huberman,

AM. & Saldana, J. (2014), analisis ini

melibatkan tiga arus kegiatan utama yang

berlangsung secara bersamaan, antara lain :

1) Reduksi Data
Reduksi data melibatkan proses merangkum,
memilih, dan memfokuskan pada hal-hal
penting serta mencari tema dan pola.
Peneliti menggunakan model interaktif dari
Miles, Huberman, dan Saldana (2014:16),
di mana teknik analisis data ini melibatkan
pengorganisasian  data  menjadi  pola,
kategori, dan unit dasar deskripsi. Dengan
diskusi, wawasan peneliti berkembang lebih
jauh setelah mereduksi data yang diperoleh
dari wawancara dengan informan. Setelah
wawancara, peneliti  mendokumentasikan
informasi yang didapatkan, dan kemudian
melanjutkan dengan observasi di lokasi
penelitian,  yaitu  Kelurahan ~ Kauman,
Kecamatan Klojen, Kota Malang.

2) Penyajian Data
Penyajian data bertujuan untuk memudahkan

peneliti  dalam  memahami  gambaran
keseluruhan atau bagian tertentu dari
penelitian. Setelah proses reduksi data
selesai,  peneliti  melanjutkan  dengan

penyajian data. Dalam penelitian kualitatif,

85

ISSN: 2302-8432

data disajikan dalam bentuk uraian singkat,
diagram, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sejenisnya (Miles dan
Huberman dalam Sugiyono, 249:2013).
3) Penarikan Kesimpulan

Proses akhir dalam analisis data melibatkan
penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif
ini menghasilkan wawasan baru yang
sebelumnya belum terungkap. Berdasarkan
data yang diperoleh, disimpulkan bahwa
telah terjadi berbagai bentuk kolaborasi
berbasis masyarakat di Kampung Heritage
Kayutangan, melibatkan Pemerintah
Kelurahan Kauman, kelompok sadar wisata
Kampung Heritage, serta pihak swasta
terkait. Selain kolaborasi internal, juga
terjalin kolaborasi eksternal, seperti dengan

instansi luar kampung, Dinas Pariwisata
Kota Malang, Kementerian Pariwisata
Republik  Indonesia, Dinas Lingkungan

Hidup Kota Malang, dan Dinas PUPR
Kota Malang. Strategi pengelolaan yang
dirancang olenh  pemerintah  kelurahan,
kelompok sadar wisata, dan pihak swasta
bertujuan  untuk  memajukan  Kampung
Heritage Kayutangan sebagai destinasi
wisata berkelanjutan. Dalam
pelaksanaannya, kolaborasi ini dihadapkan
pada berbagai faktor pendukung maupun
penghambat, baik dari segi internal maupun
eksternal. Para aktor yang terlibat, baik
dari  Pemerintah  Kelurahan  Kauman,
kelompok sadar wisata, maupun pihak
swasta, terus bekerja sama dalam
merancang  strategi  untuk  mengatasi
berbagai faktor penghambat tersebut.

Keabsahan Data
Keabsahan data digunakan untuk menguiji

akurasi informasi yang diterima agar benar-

benar sesuai dengan maksud dan tujuan
penelitian. Dalam konteks ini, keabsahan data
berkaitan ~ dengan  sumber  permasalahan
penelitian mengenai Collaborative Governance
dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Berbasis Masyarakat di Kampung Heritage

Kayutangan. Penelitian ini akan menerapkan

triangulasi untuk memverifikasi keabsahan data,

dengan memanfaatkan sumber lain di luar data
utama sebagai pengecekan atau perbandingan.

Selain itu, triangulasi juga bertujuan untuk

meningkatkan  kredibilitas  hasil  penelitian.

Menurut Sugiyono (2015:273), terdapat tiga

jenis triangulasi dalam keabsahan data pada

penelitian ini, sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber
adalah metode untuk menguji kredibilitas
data dengan memverifikasi informasi yang
diperoleh  dari  berbagai sumber yang
relevan dengan penelitian. Dalam konteks
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ini, peneliti melakukan wawancara dengan
informan yang terlibat dalam Pengelolaan

Pariwisata Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat di Kampung Heritage
Kayutangan,  termasuk  pegawai  dan
masyarakat yang sedang  berkunjung.
Informasi  yang dikumpulkan kemudian

dibandingkan dengan data yang diperoleh
dari dokumentasi hasil observasi.

2. Triangulasi  Teknik.  Triangulasi  teknik
adalah metode untuk menguji kredibilitas
data dengan memeriksa data dari sumber
yang sama menggunakan berbagai teknik
yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti

mengumpulkan data melalui wawancara
mendalam  dengan  informan,  seperti
Perangkat Kelurahan Kauman dan
masyarakat lokal di Kampung Heritage.

Data yang diperoleh kemudian diverifikasi
melalui  dokumentasi  hasil  observasi,
sebelum peneliti menarik kesimpulan.

3. Triangulasi Waktu. Triangulasi waktu adalah
metode untuk memvalidasi data dengan
memeriksa informasi pada waktu yang
berbeda. © Waktu  dapat  memengaruhi
keandalan data yang diperoleh. Peneliti
mengikuti jadwal para informan, menyadari
bahwa mereka memiliki kesibukan lain.
Dengan menyesuaikan diri dengan jadwal
informan, peneliti dapat  melakukan
penelitian tanpa mengganggu mereka dan
lebih leluasa dalam pengumpulan data. Dari
ketiga teknik triangulasi untuk memastikan
keabsahan data, peneliti dalam penelitian
ini memilih untuk menggunakan triangulasi
sumber dengan mencari kebenaran dari
dokumen  kearsipan  terkait  program
pengelolaan pariwisata berkelanjutan
berbasis masyarakat, serta melakukan
wawancara dengan narasumber selama jam
kerja agar pertanyaan wawancara dapat
dijawab dengan baik.

Pembahasan
Kolaborasi yang dilakukan  Pemerintah,
Masyarakat, dan Pihak Swasta dalam
pengelolaan objek wisata berbasis
Collaborative Governance

Kolaborasi, dalam pengertian  proses,

merujuk pada serangkaian prosedur atau metode
yang digunakan untuk mengatur atau mengelola
secara institusional. Pihak-pihak yang terlibat
dalam kolaborasi ini berfungsi sebagai mitra
dan rekan kerja untuk mencapai tujuan tertentu
sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang

saling menguntungkan, dengan tujuan
menghasilkan barang dan layanan. Untuk
mencapai  tujuan  yang  optimal  dalam
pelaksanaan Collaborative Governance, Ansell
dan Gash (Retno Sunu Astuti dkk, 2008)

86

ISSN: 2302-8432

mengemukakan  model teori  Collaborative
Governance yang mencakup beberapa dimensi,
yaitu  kondisi awal, desain kelembagaan,
kepemimpinan, dan proses kolaborasi (yang
meliputi dialog tatap muka, pembangunan
kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama,
serta hasil antara).
1. Kondisi Awal

Kondisi awal berfungsi sebagai syarat

dasar  untuk  menentukan keputusan
berkolaborasi  antara  para  pemangku
kepentingan, lembaga, dan pemegang

saham yang diperlukan untuk membangun
kerjasama. Penerapan collaborative
governance di Kampung Heritage
Kayutangan telah membawa dampak yang
signifikan, terutama dalam pengembangan
kawasan ini sebagai salah satu destinasi
wisata di Kota Malang. Sebelum kolaborasi
dilakukan, kampung ini terlihat kurang
menarik dan hanya dianggap sebagai area
biasa dengan bangunan  kuno yang
sederhana. Namun, dengan  adanya
kerjasama yang melibatkan masyarakat,
pemerintah, dan sektor swasta, kampung ini
berhasil bertransformasi menjadi salah satu
objek wisata utama di Kota Malang,
dengan daya tarik yang jauh lebih besar
berkat pemanfaatan potensi rumah-rumah
tua bersejarah.

Di pihak pemerintah, kolaborasi ini
mengalihkan perhatian dari penanganan
masalah  permukiman  kumuh  menuju
pertumbuhan sektor pariwisata. Pemerintah
mengakui pentingnya nilai sejarah desa dan
mendukung upaya untuk mempromosikan
Kayutangan sebagai salah satu destinasi

wisata utama di Malang. Hal ini
menunjukkan bahwa collaborative
governance, Yyang melibatkan berbagai

pemangku kepentingan, dapat menghasilkan

perbaikan kebijakan yang lebih efektif.
Selain itu, konsep Hexa-Helix digunakan
untuk meningkatkan kompleksitas
pengembangan masyarakat di Kampung
Heritage Kayutangan. Strategi ini
melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk
pemerintah,  sektor  bisnis,  akademisi,

masyarakat, media, dan lembaga keuangan
seperti bank. Dukungan yang luas dari
pihak luar, termasuk Sandiaga Uno dan
lembaga perbankan, menunjukkan bahwa
kolaborasi antar sektor berhasil
meningkatkan infrastruktur dan daya tarik
pariwisata desa.

2. Desain Kelembagaan

Menurut  Ansell dkk. (2008), desain
kelembagaan merujuk pada cara aturan
dasar kolaborasi ditetapkan. Desain ini
mencakup bagaimana aturan main



Jurnal Respon Publik
Vol. 18, No. 8, Tahun 2024, Hal: 80-96

berkontribusi pada kolaborasi, cara forum
dibentuk, serta adanya aturan pelaksanaan

yang jelas dan transparansi  dalam
implementasi  kolaborasi. Di  Kampung
Heritage Kayutangan, penerapan

collaborative governance dilakukan melalui
berbagai prosedur formal dan informal.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan,
sebagian besar kerja sama di daerah
tersebut bersifat fleksibel dan tidak diatur
oleh norma formal yang ketat.

Beberapa pihak menyatakan bahwa
kolaborasi  biasanya berlandaskan pada
kesepakatan informal dan adat lokal yang

disepakati bersama. Secara keseluruhan,
penerapan collaborative governance di
Kampung Heritage Kayutangan
menggabungkan teknik formal dan
informal. Dalam hal ini, pemerintah dan
organisasi terkait berfungsi sebagai
fasilitator, sementara masyarakat lokal
memainkan peran krusial dalam

pengelolaan wisata. Upaya kolaboratif di
antara berbagai pemangku kepentingan ini
memastikan keberlanjutan dan kesuksesan
Kampung Heritage Kayutangan sebagai
objek wisata berbasis masyarakat dalam
jangka panjang.

Kepemimpinan

Menurut Ansell dkk (2008),
kepemimpinan yang efektif mencakup
penetapan dan penegakan aturan dasar yang
jelas, pembangunan kepercayaan, fasilitasi
dialog, dan evaluasi keuntungan bersama.
Pemimpin berperan sebagai penghubung,
memastikan bahwa semua pihak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pendapat
dan  berkontribusi  dalam  pengelolaan
Kampung Heritage Kayutangan. Selain itu,
pertemuan rutin bulanan dengan Pokdarwis
serta tinjauan kegiatan yang dilakukan
secara berkala merupakan alat penting
untuk menjamin kemitraan yang
berkelanjutan. Dalam konteks collaborative
governance, pertemuan ini  menyoroti
pentingnya komunikasi yang konsisten dan
transparan untuk mendukung kerja sama
yang efektif.

Kepemimpinan di Kampung Wisata
Kayutangan  juga ditunjukkan  melalui
dukungan material yang nyata. Seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Rokhim, sosok
pemimpin seperti Sandiaga Uno
memberikan bantuan berupa sumber daya
yang dibutuhkan untuk  pengembangan
fasilitas pariwisata, seperti cat Dulux.
Dukungan materi ini sangat krusial dalam

meningkatkan kolaborasi karena
memberikan fondasi yang kokoh untuk
inovasi dan pertumbuhan fasilitas
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pariwisata. Secara keseluruhan, penerapan
collaborative  governance di  Kampung
Heritage Kayutangan berhasil
mengintegrasikan berbagai elemen penting,
termasuk  komunikasi  yang  terbuka,
pertemuan rutin, distribusi sumber daya
yang adil, dan dukungan material yang
nyata. Kolaborasi yang efektif antara
pemimpin  dan pemangku  kepentingan
berkontribusi pada pengelolaan pariwisata
yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Akhirnya, ini tidak hanya menghasilkan
pengelolaan pariwisata yang lebih efisien,
tetapi juga memperkuat hubungan yang
lebih erat dan harmonis antara masyarakat,
pengelola  pariwisata, dan  pemangku
kepentingan lainnya.
Proses Kolaborasi
a) Dialog Tatap Muka

Menurut Ansell dkk 2008 dialog tatap
muka ini merupakan suatu tahap kerjasama
yang disebut dialog atau komunikasi tatap

muka.  Tahapan ini  penting  untuk
keberlanjutan  dalam  mencapai  tujuan.
Penerapan collaborative governance di
Kampung Heritage Kayutangan berupa

dialog antar pemangku kepentingan terjadi
secara berkala, dengan frekuensi berkisar
antara sebulan sekali hingga tiga bulan
sekali, tergantung pada konteks dan topik
yang dibahas. Meskipun pertemuan formal
tidak selalu direncanakan dengan matang,
penggunaan alat komunikasi  informal
seperti  WhatsApp  memudahkan  arus
informasi dan mewujudkan prinsip dasar
tata kelola kolaboratif, yaitu komunikasi
yang terbuka dan fleksibel.

Praktik collaborative governance di
desa ini mencakup kolaborasi lintas sektor.
Kelompok  sadar wisata  (Pokdarwis),
pengelola, dan pemerintah daerah semuanya
berpartisipasi aktif dalam proses diskusi.
Namun, Kketerlibatan masyarakat setempat
dalam dialog tersebut harus diperkuat.
Wawancara dengan berbagai penduduk
setempat mengungkapkan bahwa tidak
semua orang terlibat aktif dalam dialog
pemangku kepentingan, seperti yang diakui
olen Bapak Purwanto bahwa ia tidak
pernah berpartisipasi. Hal ini menekankan

kesulitan inklusi atau keterlibatan
masyarakat, yang merupakan komponen
penting dari pendekatan tata kelola

kolaboratif. Lebih jauh, komunikasi antar
pemangku  kepentingan  tidak  hanya
berfokus pada isu operasional sehari-hari
seperti  kebersihan,  keselamatan,  dan
kedatangan pengunjung, tetapi juga pada
pertumbuhan jangka panjang. Diskusi yang
mencakup penilaian aktivitas saat ini dan
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perencanaan tahap pengembangan di masa
mendatang.
b) Membangun Kepercayaan

Selain itu, komunikasi antara pemangku
kepentingan tidak hanya terfokus pada
masalah  operasional sehari-hari, seperti
kebersihan, keselamatan, dan kedatangan
pengunjung, tetapi juga mencakup aspek
pertumbuhan  jangka panjang.  Diskusi
melibatkan evaluasi aktivitas yang sedang
berjalan dan perencanaan untuk tahap
pengembangan di masa depan. Kinerja
yang baik dan akuntabilitas dianggap
sebagai elemen penting dalam membangun
kepercayaan.  Ketika para  pemangku
kepentingan menyaksikan bahwa setiap
pihak melaksanakan tanggung jawabnya
secara profesional dan dengan standar
tinggi, kepercayaan antara mereka akan
semakin kokoh.

Partisipasi  aktif  dari pemerintah,
masyarakat, dan sektor bisnis dalam
pengelolaan objek wisata menunjukkan
bahwa semua pemangku kepentingan
terlibat dalam proses pengambilan
keputusan, yang  menumbuhkan  rasa
memiliki dan akuntabilitas terhadap hasil
kolaborasi. Kesadaran kolektif ~ dan
dukungan bersama sangat penting untuk
menjaga interaksi yang harmonis di antara
para pemangku kepentingan. Konsistensi
dalam  kualitas pekerjaan  menunjukkan
bahwa komitmen untuk  menghasilkan
output berkualitas tinggi dapat menciptakan
saling menghormati. Dengan landasan
kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan
keterlibatan aktif, kerja sama di Kampung
Heritage Kayutangan dapat terus
berkembang dan  beradaptasi  dengan
tantangan yang ada, menghasilkan
keberhasilan jangka panjang bagi semua
pihak yang terlibat.

c) Komitmen

Untuk  memastikan  bahwa tujuan
program dapat tercapai setelah melalui
tahap persiapan, perencanaan, dan
implementasi, penting untuk memberikan
perhatian serius kepada semua pemangku
kepentingan. Menurut Ansell dan Gash
(Retno Sunu Astuti dkk, 2008), hal ini
termasuk menjaga kebersihan dan
keamanan  masyarakat sebagai  bentuk
komitmen  bersama.  Penggunaan  alat
komunikasi  seperti ~ WhatsApp  untuk
menyebarkan informasi dan memotivasi
masyarakat  adalah  contoh  penerapan
teknologi dalam kolaborasi.

Komunikasi yang efektif merupakan
elemen  krusial dalam  tata  kelola
kolaboratif, karena memastikan bahwa
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semua pemangku kepentingan memperoleh
informasi yang diperlukan dan
berpartisipasi aktif dalam proses
pengambilan keputusan. Selain itu,
tanggung jawab dan akuntabilitas dalam
kerja sama dapat dilihat dari kewajiban
untuk menandatangani notulen rapat, yang
memastikan bahwa setiap individu
memahami  perannya dalam  menjaga
kebersihan lingkungan.

Dukungan dari pihak eksternal, seperti
PT. Dulux vyang menyediakan produk
berkualitas  tinggi dan  memungkinkan
terjadinya komunikasi terbuka,
menunjukkan pentingnya kontribusi
eksternal dalam tata kelola kolaboratif.
Semua variabel ini saling mendukung
untuk mendorong kolaborasi dan
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
pengembangan aset budaya yang
berkelanjutan.

d) Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama adalah proses
untuk mencapai kesepahaman dan bekerja
sama demi mencapai hasil yang telah
disepakati, serta untuk mencegah terjadinya
konflik. Semua pihak yang terlibat dalam
sistem tata kelola kolaboratif  perlu
memahami satu sama lain, menurut Ansell
dan Gash (Retno Sunu Astuti dkk, 2008).
Proses pembelajaran mengenai kerja sama
tim berlangsung dengan baik, meskipun ada
beberapa kekurangan yang tidak
menghalangi usaha kolektif ~ dalam
mengelola Kampung Heritage. Pemahaman
yang mendalam antara pihak berwenang,
pemimpin  komunitas, dan  masyarakat
sangat penting untuk mencapai tujuan
pengelolaan yang efektif.

Salah satu isu utama yang perlu
diperhatikan  adalah  penekanan  pada
pembangunan pariwisata yang
berkelanjutan.  Ini  menunjukkan  bahwa
kolaborasi tidak hanya berfokus pada aspek
administratif,  tetapi  juga  mencakup
tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Untuk mencapai tujuan pariwisata yang
berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi yang
efektif dan saling mendukung di antara
semua pemangku kepentingan.  Secara
keseluruhan, penerapan tata kelola
kolaboratif di Kampung Heritage
Kayutangan ~ menunjukkan  hasil  yang
positif, di mana komunikasi yang Kkuat
antara pemerintah dan masyarakat menjadi
kunci keberhasilan.

e) Hasil Antara

Ketika tujuan dan manfaat dari
kolaborasi dapat dirasakan, meskipun dalam
skala kecil, ini mencerminkan hasil
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sementara dari proses kerjasama. Tindakan
pemerintah kota dan Pokdarwis, serta
partisipasi mitra eksternal seperti CSR dan
akademisi, telah  berkontribusi  dalam
revitalisasi desa tersebut. Upaya bersama
ini tidak hanya mempercantik lingkungan
desa, tetapi juga meningkatkan daya tarik
ekonominya bagi  wisatawan.  Dengan
adanya kesepakatan yang jelas mengenai
alokasi dana pariwisata, setiap pihak dapat
merasakan manfaatnya, yang menekankan
prinsip  keadilan sosial dalam  proses
pemerintahan. Pembagian dana bulanan
sebesar 10.000 rupiah kepada 802 rumah
tangga mencerminkan keberhasilan model
koperasi ini dalam meningkatkan ekonomi
lokal.

Selain itu, kolaborasi ini juga telah
menghasilkan  visi  bersama di antara
masyarakat. Keterlibatan aktif warga dalam
pengembangan objek wisata baru telah
meningkatkan daya tarik desa  dan
memperkuat identitasnya sebagai destinasi
wisata. Contoh ini menunjukkan bagaimana
penerapan tata Kkelola Kkolaboratif yang
efektif dapat memberikan dampak positif
bagi pengembangan dan perluasan kawasan
wisata, yang bisa dijadikan acuan bagi
daerah lain.

Strategi yang dilakukan Pemerintah,
Kelompok Sadar Wisata dan Pihak Swasta
Dalam Pengelolaan Objek Wisata berbasis
Collaborative Governance
Menurut Ansell dan Gash (2008:40),
definisi collaborative governance merujuk pada
metode pengelolaan pemerintahan yang secara
langsung melibatkan pemangku kepentingan di
luar pemerintah atau negara. Pendekatan ini
berfokus pada pencapaian konsensus dan
musyawarah dalam proses pengambilan
keputusan  kolektif yang bertujuan  untuk
merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan
program publik. Dalam konteks Administrasi
Publik, collaborative governance merupakan
model strategi baru yang mengintegrasikan
berbagai pemangku kepentingan dalam forum
bersama dengan aparatur pemerintah, untuk
membuat keputusan yang diperlukan dalam
menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi
secara individual tanpa melibatkan pemerintah.
1. Pemerintah
Menurut  Ansell dan Gash
Astuti, dkk., 2020:134),
governance adalah metode pengelolaan
pemerintah yang melibatkan pemangku
kepentingan di luar instansi pemerintah,
dengan mengedepankan musyawarah dan
kesepakatan dalam pengambilan keputusan
serta implementasi program dan kebijakan

(dalam
collaborative
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Dalam
Heritage,
Kauman  sebagai

publik.
Wisata

pengelolaan  Kampung
Pemerintah  Kelurahan
stakeholders  utama
bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan
pengelolaan  objek  wisata,  sekaligus
merumuskan  strategi  untuk  mendukung
pengembangan kawasan ini. Salah satu
bentuk penerapan collaborative governance
di Kampung Heritage Kayutangan adalah
melalui  peran  Pemerintah  Kelurahan
Kauman  sebagai  penghubung  antara
masyarakat dan Pemerintah Kota Malang.
Sebagai perancang strategi, Pemerintah
Kota Malang berfungsi sebagai fasilitator
dalam  pengelolaan  pariwisata,  yang
tentunya  berdampak  langsung pada
masyarakat di sekitar Kampung Heritage
Kayutangan.

Peran Rukun Warga (RW) sebagai
entitas  pemerintahan  terkecil  sangat
signifikan dalam mengembangkan potensi
pariwisata berkelanjutan berbasis
masyarakat, yang didukung penuh oleh
berbagai pemangku kepentingan di
Kampung Heritage Kayutangan. Selain itu,
Pemerintah RW juga merancang strategi
pengelolaan pariwisata berkelanjutan
berbasis collaborative governance yang
lebih fokus pada perekonomian masyarakat,
dengan menekankan pada pelestarian dan
pemanfaatan potensi yang ada di Kampung
Heritage. Hal ini mencakup peningkatan
sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) vyang memiliki banyak sumber
daya manusia berkualitas dan keterampilan
di bidangnya.

Kelompok Sadar Wisata

Pengertian governance mencakup lebih
dari sekadar keterlibatan lembaga publik
dalam perumusan dan pelaksanaan
kebijakan; hal ini  juga  melibatkan
partisipasi  berbagai  organisasi  dalam
mencapai tujuan publik (Retno Sunu, Astuti
dkk, 97:2020). Pokdarwis berperan dalam
melibatkan masyarakat lokal serta berbagai
pemangku kepentingan dalam  kegiatan
yang mendukung keberlanjutan Kampung
Heritage. Dengan mengadakan pelatihan
dan workshop, Pokdarwis tidak hanya
meningkatkan kapasitas dan keterampilan
masyarakat lokal, tetapi juga memastikan
bahwa mereka memiliki peran aktif dalam
pengembangan dan pengelolaan kampung
mereka sendiri.

Pelatihan dan workshop yang berbasis
masyarakat ini merupakan bentuk
pemberdayaan yang krusial dalam konteks
collaborative  governance. Inisiatif  ini
memungkinkan masyarakat untuk
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memperoleh pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan dalam mengelola dan
memanfaatkan potensi kampung mereka
secara berkelanjutan. Selain itu, upaya
untuk mendiversifikasi produk wisata dan
mengembangkan  oleh-oleh  khas  yang
melibatkan UMKM lokal dapat
meningkatkan  perekonomian  masyarakat
setempat. Ini merupakan langkah strategis
untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi
dengan memanfaatkan potensi yang ada di
daerah tersebut.

Pihak Swasta

Dalam pelaksanaannya, Kampung
Heritage Kayutangan menjalin kerja sama
dengan PT. Dulux, yang merupakan bagian
dari program Corporate Social
Responsibility (CSR) yang bertujuan untuk
memberikan  kontribusi  jangka panjang
dalam menciptakan lingkungan yang lebih
baik. CSR adalah salah satu inisiatif
keberlanjutan di kalangan perusahaan yang
berfokus pada memenuhi dan
memperhatikan kepentingan para pemangku
kepentingan dalam kegiatan operasionalnya,
serta membantu  meningkatkan  Kinerja
pemerintah dan kualitas hidup komunitas
lokal secara keseluruhan.

Pemerintah, khususnya Menteri
Sandiaga Uno, mendorong PT. Icer
Indonesia untuk berpartisipasi dalam CSR
dengan bermitra dengan Kampung Heritage.
Meskipun produsen cat Dulux memberikan
komitmen tertulis, pihak swasta belum
merumuskan rencana Kkonkret atau metode
kelembagaan untuk melaksanakan program
CSR  ini. Ini  menunjukkan  bahwa
keterlibatan sektor swasta dengan Kampung
Heritage sangat tergantung pada inisiatif
pemerintah.
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pariwisata. Ini merupakan contoh nyata dari
pemberdayaan  ekonomi yang berhasil
dicapai melalui kolaborasi yang efektif
antara berbagai mitra, di mana penduduk
lokal mendapatkan akses langsung ke
sumber pendapatan baru.

b) Dampak Negatif

Temuan  bahwa  pariwisata  dapat
meningkatkan aktivitas kriminal
menunjukkan bahwa collaborative
governance perlu mencakup aspek

keamanan dan pencegahan kejahatan. Selain
itu, peningkatan biaya hidup akibat
kenaikan harga produk dan layanan untuk

memenubhi kebutuhan pengunjung
berdampak signifikan. Ketidakstabilan
jumlah  pengunjung juga  berkontribusi

terhadap  ketidakstabilan  ekonomi  dan
psikologis, yang menekankan pentingnya
perencanaan Yyang teliti dalam konteks
collaborative governance.
Dampak Sosial Budaya
a) Dampak Positif

Peningkatan popularitas Kayutangan di
kalangan wisatawan, terutama wisatawan
asing, telah  meningkatkan  kesadaran
mereka terhadap budaya dan sejarah lokal,
yang berdampak positif pada pelestarian
budaya. Selain itu, Kkolaborasi dalam
pengelolaan pariwisata telah menghasilkan
program  pelatihan yang  memperkuat
pengetahuan dan keterampilan masyarakat,
seperti kemampuan berbahasa Inggris, yang
meningkatkan interaksi dengan wisatawan
dan  mempersiapkan  masyarakat  untuk
beradaptasi dengan dinamika pariwisata
internasional.
b) Dampak Negatif

Karena dampak negatif sosial dan
budaya yang ditimbulkannya, pengelolaan
pariwisata yang berbasis kerja sama

Dampak Yang Dihasilkan Dalam Pengelolaan
Objek Wisata Berbasis Collaborative
Governance

pemerintah menghadapi banyak tantangan.
Salah satu efek negatif yang disebutkan
adalah dampak dari masuknya budaya lain

Dampak Ekonomi

a) Dampak Positif
Penerapan  collaborative

yang efektif di Kampung Heritage

Kayutangan telah menciptakan prospek

ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas

governance

lokal. Masyarakat ~ setempat terlibat
langsung dalam berbagai aktivitas
pariwisata dan mendapatkan keuntungan

finansial dari keterlibatan tersebut. Konsep
collaborative governance juga
memungkinkan warga untuk menciptakan
lapangan Kkerja tanpa harus meninggalkan
desa mereka. Dengan demikian, mereka
dapat tinggal di komunitas mereka sambil
tetap memperoleh penghasilan dari sektor
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melalui pariwisata, yang memengaruhi gaya
hidup anak-anak setempat dengan
membawa kebiasaan sosial dan tradisi baru.
Selain itu, data menunjukkan bahwa rasa
aman dan kenyamanan masyarakat
menurun, Yyang berarti banjir pengunjung
dapat mengganggu suasana yang tenang
dan damai. Hal ini juga menyebabkan
fenomena ketidakpedulian sosial di antara
orang-orang, Yyang menyebabkan mereka
merasa jauh dan tidak peduli dengan orang
lain.
Dampak Lingkungan Berkelanjutan
a) Dampak Positif

Pengelolaan pariwisata yang berbasis
pada collaborative governance memberikan
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dampak positif yang signifikan terhadap

keberlanjutan lingkungan. Pertama,
peningkatan  jumlah  wisatawan  telah
meningkatkan  kesadaran lingkungan di

kalangan para otoritas. Kedua, pendekatan
collaborative ~ governance  memfasilitasi
pengembangan infrastruktur yang diperlukan
untuk  menangani  pertumbuhan  jumlah
wisatawan. Terakhir, keberlangsungan desa
dalam jangka panjang sangat tergantung
pada  komitmen yang  kuat  untuk
melindungi dan melestarikan lingkungan,
yang dapat ditanamkan melalui pengelolaan
pariwisata berbasis collaborative
governance, yang menekankan pentingnya
keterlibatan berbagai pemangku
b) Dampak Negatif

Pengelolaan pariwisata berbasis

collaborative governance menghadapi
tantangan besar dalam mencapai
keseimbangan antara pertumbuhan
pariwisata dan pelestarian  lingkungan.
Kasus vandalisme dan kerusakan

infrastruktur akibat lalu lintas wisatawan
yang tinggi menunjukkan bahwa fasilitas
umum menghadapi tekanan fisik yang
signifikan. Selain itu, meningkatnya jumlah
sampah makanan yang dihasilkan oleh
konsumsi wisatawan mengindikasikan
bahwa sistem pengelolaan sampah lokal
mungkin tidak mampu menangani volume
sampah yang meningkat.

Collaborative governance perlu
mengembangkan solusi yang lebih efektif
untuk mengurangi dampak negatif
lingkungan, seperti masalah infrastruktur
dan pengelolaan limbah. Ini  mungkin
memerlukan pendekatan yang lebih proaktif
dalam  perencanaan dan  pelaksanaan,
termasuk mendidik wisatawan dan
meningkatkan kapasitas pengelolaan
lingkungan. Jika tidak dikelola dengan
baik, dampak negatif ini dapat mengancam
tujuan utama collaborative governance,
yaitu memberikan pengalaman wisata yang
berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua
pemangku kepentingan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
dalam pengelolaan objek wisata berbasis
Collaborative Governance

Faktor Pendukung
a) Internal

Masyarakat memiliki potensi  untuk
bertransformasi melalui pembangunan dan
perubahan menuju arah yang lebih baik.
Kearifan lokal, termasuk artefak dan
bangunan bersejarah, menjadi daya tarik
yang signifikan bagi wisatawan baik
domestik maupun mancanegara.
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Pengelolaan yang menekankan pelestarian
elemen budaya ini menunjukkan pentingnya

mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam
collaborative governance.
b) Eksternal

Keberhasilan dalam pengelolaan

pariwisata tidak hanya bergantung pada
partisipasi dari dalam, seperti organisasi
pariwisata masyarakat (pokdarwis) dan
pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan
dukungan aktif dari pihak Kketiga. Pihak
swasta berkontribusi tidak hanya dengan
bantuan materi dan keuangan, tetapi juga
dalam membangun kapasitas dan sumber
daya yang diperlukan untuk pengelolaan
pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena
itu, collaborative governance membutuhkan
integrasi dan kerjasama antara berbagai
mitra, baik dari internal maupun eksternal,
untuk mencapai hasil yang optimal dan
berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata.

2. Faktor Penghambat

a) Internal

Masalah internal yang menghambat
pengelolaan pariwisata berbasis
collaborative governance di Kampung
Heritage Kayutangan adalah kurangnya

kesepakatan di antara penduduk setempat.
Beberapa warga masih merasa ragu untuk
sepenuhnya mendukung pengelolaan
pariwisata dan sering kali bergantung pada
arahan  dari  tim  pengelola, yang
menyebabkan komunikasi yang tidak efektif
dan kurang terencana. Selain itu, perilaku
pengunjung juga dapat menjadi kendala,
sehingga pemangku  kepentingan  perlu
menetapkan mekanisme yang efisien untuk
mengatur perilaku mereka dan menjaga
ketertiban selama kunjungan. Masalah-
masalah ini menekankan perlunya metode
koordinasi dan komunikasi yang lebih baik,
peningkatan partisipasi masyarakat melalui
pelatihan dan program penyadaran, serta
langkah-langkah pengendalian pengunjung
yang efektif.
b) Eksternal

Salah satu faktor eksternal yang
menghambat pengelolaan pariwisata
berbasis  collaborative  governance  di
Kampung Heritage Kayutangan adalah
adanya persaingan antara berbagai merek
cat yang ingin menerapkan program serupa
di area tersebut. Persaingan ini menyulitkan
upaya untuk membangun kolaborasi yang
kuat dengan mitra dari sektor swasta, yang
merupakan elemen penting dalam
pendekatan tata kelola kolaboratif. Untuk
mengatasi masalah ini, penting untuk
merancang solusi yang memungkinkan
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koordinasi lebih baik dalam menyelaraskan
tujuan, menciptakan perjanjian kolaborasi
yang jelas, atau membentuk  forum
koordinasi yang memfasilitasi  diskusi
terbuka mengenai  kepentingan  masing-
masing merek. Dengan strategi ini,
diharapkan persaingan dapat dikelola secara
konstruktif tanpa mengorbankan efektivitas
kemitraan dalam pengelolaan pariwisata.

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
dengan judul “Collaborative Governance
dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan
Berbasis Masyarakat (Studi Kasus
Kampung Heritage Kayutangan),” peneliti
dapat merumuskan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Mengacu pada rumusan masalah pertama

mengenai strategi pengelolaan pariwisata
berbasis  collaborative  governance  di
Kampung Heritage Kayutangan, dapat

disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata
di  kampung ini dilakukan  melalui
pendekatan collaborative governance yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah daerah, masyarakat,
dan sektor swasta. Pemerintah RW dan
Kelurahan Kauman telah melaksanakan
rencana yang mencakup pelatihan untuk
masyarakat guna meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dalam rangka
pariwisata berkelanjutan. Selain itu, upaya
pengelolaan ini lebih difokuskan pada
penguatan ekonomi lokal, terutama melalui
dukungan terhadap UKM, untuk
memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan
potensi wisata yang ada.

2. Mengacu pada rumusan masalah kedua
mengenai dampak pengelolaan pariwisata
berbasis  collaborative ~ governance  di
Kampung Heritage Kayutangan, dapat
disimpulkan bahwa manfaat dari
manajemen berbasis collaborative
governance terlihat dengan jelas dalam
peningkatan kualitas hidup masyarakat yang
dihasilkan dari partisipasi aktif mereka
dalam pengelolaan  pariwisata. Namun,
tantangan untuk menjaga keseimbangan
antara  pertumbuhan pariwisata  dan
pelestarian lingkungan menghadapi berbagai
kendala signifikan, seperti vandalisme dan

kerusakan infrastruktur akibat tingginya
jumlah  wisatawan. Konsekuensi negatif
lainnya adalah  meningkatnya  volume
sampah, yang memerlukan perhatian lebih
dalam pengelolaan lingkungan dan
infrastruktur.

3. Berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang

mendukung dan menghambat pengelolaan
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objek  wisata  berbasis  collaborative
governance di Kampung Heritage
Kayutangan, baik  faktor  pendukung

maupun penghambat memberikan dampak
yang signifikan terhadap Kkinerja manajemen
pariwisata. Keterlibatan aktif masyarakat
dan kolaborasi dengan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah dan
sektor swasta, menjadi sumber dukungan
utama.  Keinginan  masyarakat  untuk
menerima  perubahan dan  berpartisipasi
dalam pengelolaan pariwisata merupakan
aset penting yang mendukung keberhasilan
collaborative governance. Namun,
tantangan besar muncul dari ketidaklibatan
beberapa anggota masyarakat yang kurang
mendukung kegiatan pengelolaan
pariwisata. Selain itu, komunikasi yang
tidak efektif antara manajemen dan
masyarakat ~ sering  kali  menghambat
koordinasi serta pelaksanaan kebijakan
yang tepat. Tantangan tambahan meliputi
masalah ~ keamanan,  kebersihan,  dan
pemahaman wisatawan tentang pengelolaan
lingkungan, yang semuanya dapat
menghalangi pencapaian potensi penuh dari
collaborative governance dalam manajemen
pariwisata.

Saran

Berdasarkan analisis tentang
Collaborative Governance dalam Pengelolaan
Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
di Kampung Heritage Kayutangan, peneliti
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Memperkuat Kolaborasi Pemerintah, Pihak

Swasta, dan Masyarakat.

Kerja sama antara pemerintah, sektor
swasta, dan komunitas lokal dalam pengelolaan
pariwisata di Kampung Heritage Kayutangan
telah memberikan dampak positif terhadap
ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting untuk
memperkuat komunikasi dan koordinasi antar
pihak melalui pendekatan yang lebih terstruktur,
seperti  penyusunan rencana  kerja  yang
melibatkan  semua  pemangku  kepentingan
dengan cara yang transparan dan berkelanjutan.
2. Pengembangan Produk Wisata dan UMKM

Pemerintah dan pemangku kepentingan
pariwisata setempat perlu menjalin kemitraan
dengan UMKM untuk  mengembangkan
pariwisata dan produk lokal. Salah satu rencana
yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan
pemasaran produk melalui digitalisasi dan e-
commerce, sambil juga meningkatkan kualitas
produk lokal agar lebih kompetitif di pasar.
Kerjasama ini akan memberikan manfaat
langsung bagi perekonomian masyarakat dan
menciptakan peluang kerja baru.
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3. Penanganan Dampak Negatif dan
Permasalahan Pengelolaan Wisata
Perkolaborasi yang lebih  kuat antara

pemerintah, masyarakat, dan kelompok peduli
lingkungan diperlukan untuk  mengatasi
konsekuensi buruk seperti masuknya budaya
lain dan pengelolaan sampah yang buruk. Salah
satu cara yang dapat digunakan adalah dengan
menerapkan aturan yang ketat untuk menjaga
kebersihan dan melestarikan budaya setempat,

serta program sosialisasi lingkungan bagi
penduduk setempat. Program tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) dapat membantu

sektor swasta mengelola sampah dan pelestarian
lingkungan.

4. Pengembangan  Wisata  sebagai Pilar
Ekonomi Lokal
Pengembangan UMKM di  Kampung

Heritage Kayutangan harus dilakukan secara
berkelanjutan dengan memberikan pelatihan
usaha dan akses permodalan kepada para
pelaku UMKM. Ini akan berdampak positif
pada masyarakat setempat dengan meningkatkan
kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran,
dan meningkatkan variasi penawaran wisata
yang menarik bagi wisatawan.
5. Meningkatkan Kerja Sama dengan Sektor

Swasta

Contoh kerja sama tim yang baik adalah
bekerja sama dengan perusahaan swasta seperti
Cat Dulux, yang mendanai mural di Kampung
Heritage Kayutangan. Di masa mendatang,
kerja sama dengan mitra sektor swasta harus
diperkuat melalui  skema sponsor  untuk
mendukung pembangunan infrastruktur  dan
tampilan yang lebih baik di daerah tersebut.
Salah satu efek dari strategi ini adalah
peningkatan daya tarik tempat wisata, yang
pada gilirannya akan meningkatkan jumlah
pengunjung dan pendapatan pariwisata.
6. Pelestarian Kearifan Lokal dan Peningkatan

Infrastruktur

Setiap rencana pengelolaan harus
memprioritaskan pelestarian benda-benda
bersejarah  dan bangunan khas Kampung
Heritage Kayutangan. Untuk  menerapkan
pendekatan pelestarian ini, diperlukan Kkerja

sama dengan lembaga budaya dan masyarakat
setempat, serta partisipasi masyarakat sepanjang
proses perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu,
Kampung Heritage Kayutangan akan menjadi
destinasi wisata penting yang dapat bersaing di

seluruh dunia dengan meningkatkan

infrastruktur  publik seperti  jalan, fasilitas

pariwisata, dan ruang publik.
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